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ABSTRAK 
 

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Air Kotok Menurut Undang-Undang 
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Oleh: 
Anton dewa saputra ,Nim:2223150004 
 
Pembimbing I: Dr. Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H. Dan Pembimbing II: A. Majid 
Ali, M.Si. 
 
Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok: (1) Pelaksanaan Kewenangan 
Dan Fungsi Kepala Desa Di Desa Air Kotok Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten 
Bengkulu Tengah Dalam Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Khususnya Kewenangan Menjaga 
Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 
26 Ayat (2) Huruf G, Dan (2) Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap 
Pelaksanaan Kewenangan Dan Fungsi Kepala Desa tersebut. Latar belakang 
penelitian ini didasarkan pada data dari Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah 
yang menunjukkan adanya sejumlah temuan terkait belum optimalnya 
pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban di beberapa desa, termasuk Desa 
Air Kotok, antara lain berupa lemahnya koordinasi antara kepala desa dengan 
Linmas, minimnya pelaksanaan patroli keamanan lingkungan, serta belum 
optimalnya penanganan konflik sosial di tingkat desa. Kondisi ini menunjukkan 
adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 dengan realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode lapangan 
(field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan yuridis sosiologis. Data 
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan 
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan merujuk pada 
ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan prinsip-prinsip Fiqh 
Siyasah Tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
kewenangan kepala desa di Desa Air Kotok belum sepenuhnya berjalan sesuai 
dengan amanat Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
Fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban masih terkendala oleh keterbatasan 
koordinasi dengan lembaga desa, lemahnya kapasitas Linmas, serta belum 
tersedianya peraturan desa yang secara khusus mengatur mekanisme 
pemeliharaan ketertiban. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan 
kewenangan kepala desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip al-Amanah wa 
al-Mas’uliyyah (amanah dan tanggung jawab), al-‘Adalah fi at-Tanfidz (keadilan 
dalam pelaksanaan), dan al-Hifz al-Amn wa al-Nizam (pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas 
kepala desa dan perangkat desa, pembentukan peraturan desa tentang ketertiban 
umum, serta peningkatan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa guna 
mewujudkan pemerintahan desa yang amanah sesuai perintah Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 dan nilai-nilai Islam. 
 
Kata Kunci: Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa, Ketentraman dan Ketertiban Desa, 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Desa Air Kotok. 
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ABSTRACT 

Implementation of the Authority of the Village Head of Air Kotok 
According to Law Number 6 of 2014 Concerning Villages from a Fiqh Siyasah 
Tanfidziyah Perspective 

By:Anton Dewa Saputra, Student ID Number: 2223150004 

Supervisor I: Dr. Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H. and Supervisor II: A. Majid Ali, M.Si. 

This study examines two main issues: (1) the implementation of the authority and function 
of the village head of Air Kotok Village, Pematang Tiga District, Central Bengkulu 
Regency, in village governance based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, 
particularly the authority to maintain peace and order as stipulated in Article 26 paragraph 
(2) letter g, and (2) the analysis of that implementation from a Fiqh Siyasah Tanfidziyah 
perspective. The background of this research is grounded in findings from the Inspectorate 
of Central Bengkulu Regency, which revealed that the implementation of the peace and 
order function in several villages, including Air Kotok, has not been optimal — notably 
due to weak coordination between the village head and the Village Security Force (Linmas), 
minimal community security patrols, and suboptimal handling of social conflicts at the 
village level. This gap between the normative provisions of Law Number 6 of 2014 and the 
actual situation in the field motivates this study. This research employed a field research 
method with a qualitative descriptive and socio-juridical approach. Data were collected 
through in-depth interviews, direct observation, and documentation, then analyzed 
descriptively and analytically with reference to Law Number 6 of 2014 and the principles 
of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. The findings reveal that the implementation of the village 
head’s authority in Air Kotok Village has not fully complied with the mandate of Article 
26 paragraph (2) letter g of Law Number 6 of 2014. The function of maintaining peace and 
order is still hampered by limited coordination with village institutions, weak capacity of 
the Linmas, and the absence of village regulations specifically governing the mechanism of 
order maintenance. From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, the implementation 
of the village head’s authority does not yet fully reflect the principles of al-Amanah wa 
al-Mas’uliyyah), justice (al-‘Adalah fi at-Tanfidz) (justice in implementation), andal-
Hifz al-Amn wa al-Nizam (preservation of security and order). This study recommends 
strengthening the capacity of the village head and village apparatus, establishing village 
regulations on public order, and improving coordination with Bhabinkamtibmas and 
Babinsa to realize trustworthy village governance in accordance with Law Number 6 of 
2014 and Islamic values. 

Keywords: Village Head Authority Implementation, Village Peace and Order, Law 
Number 6 of 2014, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Air Kotok Village. 
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